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Jadilahpribadiyang peduli, pribadiyang 
menginspirasiuntukmembangkitkan
semangatmempercepatupayamemutus
matarantaipenularancovid-19
dan sambutera adaftasikebiasaanbaru

Pastikansemuabergerakuntukpercepatan
menujupemulihanñkekebalankelompokò.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



TENDIKTENDIK

SMA-SMK-SLB
JAWA TENGAH
SMA-SMK-SLB
JAWA TENGAH

Satuan PendidikanSatuan Pendidikan

Negeri : 637

Swasta : 2.011

Total : 2.648

SMASMA SMKSMK

SLBSLB

Negeri : 69

Swasta : 151

Total : 190

Negeri : 360

Swasta : 508

Total : 868

Negeri : 238

Swasta : 1.352

Total : 1.590

SERDIKSERDIK

SMA : 15.815

SMK : 21.392

SLB : 1.296

TOTAL : 38.503

SMA : 8.911

SMK : 13.412

SLB : 590

TOTAL : 22.913

GURUGURU

SMA : 25.140

SMK : 44.978

SLB : 2.817

TOTAL : 72.936

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SLBSLB

T1 : 285

T2 : 328

T3 : 310

T4 : 326

T5 : 306

T6 : 289

T7 : 296

T8 : 266

T9 : 258

T10 : 237

T11 : 217

T12 : 199

TOTAL : 3.317

ROMBELROMBEL

SMKSMK

T10 : 8.829

T11 : 8.975

T12 : 8.808

T13 : 125

TOTAL : 26.738

SMASMA

T10 : 4.441

T11 : 4.442

T12 : 4.367

TOTAL : 13.220

SMASMA SMKSMK

Negeri : 303.806

Swasta : 82.720

Total : 386.526

Negeri : 261.165

Swasta : 481.673

Total : 742,838

SLBSLB

Negeri : 8.684

Swasta : 8.621

Total : 17.305

TOTAL SISWATOTAL SISWA

Negeri : 573.655

Swasta : 573.014

Total : 1.146.559
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Masa Pandemikwajiban
pemerintahdan masyarakat

(khususnyapendidikan) wajib
memberikanprioritaskesehatan

dan keselamatan

Keterlibatankab/kotadan satpend
SMP/MTs merupakansalah satu

bentuktgjwbpemerintahuntuk
mendorongangkamelanjutkan

semakintinggi

MembantuCPD mengurangi

mobilitasuntukmelakukan

aktivitastahapanPPDB diluar

rumah.

Mendorongperanaktif
tercapainyadata pesertadidik
maupundata kependukanyg
benar, menujusatudata yang 
valid (untukkepentinganakurasi
data pesertadidikselanjutnya).

Mendukung optimalisasi 
implementasi surat Pusdatin kait 
update data.

Meningkatkansinergiantar

tingkatanpemerintahandalam

layananpendidikan.

KENAPA PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI MEMERLUKAN 
DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN SATPEN SMP/MTs
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LULUSAN DAN DAYA TAMPUNG

522.295

PERKIRAAN LULUSAN 

SMP/SEDERAJAT TP. 2020/2021

KEMAMPUAN DAYA 

TAMPUNG

DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

NO SATPEND
JUMLA

H

KAPASITAS DAYA 
TAMPUNG

ROMBEL SISWA

1. SMANEGERI 361 3.195 114.805

2. SMKNEGERI 234 2.781 100.034

JUMLAH 595 5.976 214.839

± 42 %



`Dasar Penyelenggaraan PPDB

PERMENDIKBUD
NO. 1 TAHUN 2021
PERMENDIKBUD
NO. 1 TAHUN 2021

PERGUB JATENG
NO. 7TAHUN 2021
PERGUB JATENG
NO. 7TAHUN 2021

PenerimaanPeserta
DidikBaruPada
Taman Kanak-
Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah

MenengahPertama, 
SekolahMenengah
Atas, danSekolah

MenengahKejuruan

Penerimaan
PesertaDidikBaru

PadaSekolah
MenengahAtas, 

SekolahMenengah
Kejuruandan

SekolahLuarBiasa
di ProvinsiJawa

Tengah

Juknis PPDB Pada 
SMA Negeri Dan 

SMK Negeri Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 

Pelajaran 
2021/2022.

SK KADINAS
421.3/05695
SK KADINAS
421.3/05695
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`

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JALUR & KUOTA PPDB SMA 

ZONASI
(PALING 

SEDIKIT 55%)

AFIRMASI
(PALING 

SEDIKIT 20%)

PERPINDAHAN 
TUGAS ORTU/WALI

(PALING BANYAK 5%)

PRESTASI(PALING 
BANYAK 20%)



01. Berdasarkan jarak terdekat domisili 

sesuai KK dengan satuan pendidikan di 

wilayah zonasinya.

02. Diterbitkan dan/atau telah 

tinggal paling singkat 1 (satu) 

tahun sebelum tanggal 

pendaftaran PPDB berdasarkan 

data administrasi kependudukan

03. Tidak diberlakukan SKD 

kecuali dalam kondisi khusus 

(bencana alam dan/atau bencana 

sosial)

04. Kebijakan Daerah : 

memberikan ZONASI KHUSUS

paling banyak 10% untuk wilayah 

kecamatan yang belum berdiri 

SMA Negeri atau SMK Negeri.

05. CPD dari Pondok Pesantren 

dan Panti Asuhan berlaku zonasi 

sesuai tempat kedudukan 

Ponpes/Panti  Asuhan

Jalur Zonasi

TITIK ORDINAT SEKOLAH
ñPINTU GERBANG/GAPURA 
UTAMA SEKOLAHò

TITIK ORDINAT SEKOLAH
ñPINTU GERBANG/GAPURA 
UTAMA SEKOLAHò
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JALUR



Jalur Afirmasi

Å Sasaran:

KeluargaEkonomi Tidak Mampu, 

PenyandangDisabilitas, dan

NakesCovid-19.

Sasaran

Å SyaratKeluargaEkonomi Tidak

Mampu : Data DTKS dan KIP

Å Nakes : ditetapkan Dinkes Prov

Syarat 
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JALUR



PERPINDAHAN

ORTU

Bagi CPD yang 
mengikuti

kepindahan tugas
orang 

tua / walinya dan 
anak guru

01

Bagi CPD di luar
wilayah zonasi .

03

Dibuktikan
dengan : surat
penugasan dari

instansi , 
lembaga , kantor , 
atau perusahaan

02

JALUR
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



BagiCPDdi dalam dan luar
wilayahzonasi.

SeleksiPrestasiberdasarkannilairapor+ 
bobotnilaiprestasi(kejuaraan) akademik
dan non akademik(darihasilkejuaraan
berjenjangmaupuntidakberjenjang)

Buktiprestasiditerbitkanpaling singkat6 
(enam) bulandanpaling lama 3 (tiga) tahun

sebelumtanggalpendaftaranPPDB

PRESTASI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JALUR



Å Jarak tempat 
tinggal terdekat

Å Usia yang lebih 
tua

Å Jaraktempat
tinggalterdekat

Å Usiayang lebih
tua

SELEKSI

Å Bobot nilai 
tertinggi

Å Usia yang lebih 
tua

Å Jaraktempat
tinggalterdekat

Å Usiayang lebih
tua

PRIORITAS UNTUK SELEKSI

JALUR 
PERPNDAHAN 

TUGAS 
ORTU/WALI

JALUR 
ZONASI

JALUR 
PRESTASI

JALUR 
AFIRMASI
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Seleksibagi CPD dari keluarga miskin, anak 
panti, dan lingkup Covid-19 paling sedikit 15% 
(lingkup Covid-19 maksimal 5%)

Seleksijarakterdekat: kuota paling banyak 
10% bagi CPD sesuaidomisilidengan satuan 
pendidikan plihan.

Prioritas seleksi didasarkan : prioritas pilihan, 
domisili dalam satu wilayah kab/kota, dan usia 
yang lebih tua.

`
PPDBSMK

SeleksiPrestasi: Didasarkan atas Nilai Rapor
dan Bobot Prestasi Kejuaraan Akademik dan Non 
Akademik
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